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ABSTRAK

Dalam penelitian thesis ini penulis membahas mengenai masalah penetapan perwalian anak
yang diminta PPAT sebagai dasar membuat akta jual beli hak atas tanah milik anak. Tujuan dari
penulisan jurnal ini adalah mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis alasan PPAT
meminta penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama yang digunakan sebagai dasar
pembuatan akta jual beli hak atas tanah dan selain itu mengidentifikasi dasar pertimbangan
hakim terkait penetapan perwalian anak sebagai dasar membuat akta jual beli. Menurut
Undang-Undang Perkawinan, perwalian anak di bawah umur jatuh pada orang tuanya yang
masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum menikah dan orang
tuanya mewakili si anak baik di dalam dan di luar Pengadilan . Namun pada kenyataannya
untuk satu dan lain hal PPAT masih meminta kliennya untuk memohon Penetapan Perwalian
dari Pengadilan Agama untuk melakukan peralihan hak atas tanah dalam hal jual beli tanah
kepada orang lain. Tulisan ini merupakan tulisan hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan konseptual, perundang-undangan dan kasus. Karena itu tulisan ini menggunakan
jenis bahan hukum primer, sekunder, yang diperoleh dari proses studi kepustakaan. Teknik
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis dengan metode kualitati.
Hasil tulisan adalah PPAT mensyaratkan penetapan perwalian karena digunakan sebagai alat
bukti yang otentik, dimana adanya perwalian yang sah yang dijamin oleh institusi dalam hal ini
Pengadilan Agama bahwa anak di bawah umur yang diwakili walinya untuk melakukan jual
beli adalah benar dan telah terjadinya jual beli dan untuk kepentingan ke depan pada hari
tertentu, pihak-pihak tertentu yang ada di dalamnya dan merupakan syarat bagi pembuatan
akta jual beli hak atas tanah yang nantinya akan didaftarkan pula ke Kantor Pertanahan
setempat guna kelengkapan transaksi jual beli.

Kata kunci: penetapan perwalian anak, akta jual beli, peralihan hak atas tanah
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ABSTRACT

In this thesis examines, the author discusses the issue of appointing guardianship for a child as
requested by PPAT (Land Deed Official) as the basis for creating a deed of sale of hndprtqhu ovmed by
the child. The purpose of this journal article is to identify, describe, and analyze the reasons PPAT
requests the appointment of guardianship for a child from the Religious Court, which is used as the basis
for the creation of a deed of sale of land rights, and also to identify the judge's considerations regarding
the appolnm\cmolquudhmhlpbncmuunbmcormudnqudndolnh. According to the
Mmiaqohw.vwd!mupd-nmmmmmuﬁngpmmumumchndbmm 18
years old, unmarried, and the parent represents the child both inside and outside the Court, However, in
reality, for various reasons, PPAT still requests their clients to apply for Guardianship Appointment from
moullqwcﬂntokmwdghnhmomdhnduh.mm.mmpzuanonmm
legal writing using a conceptual, statutory, and case approach. Therefore, this paper uses primary and
secondary legal materials obtained from the literature review process. The analysis technique used in
mhmmhhmummmmmdmmpumnm»mmmnmmm
appointment bmmuuwu.mmm.wmm.m.monm guardianship
guaranteed by the institution, in this case, the Religious Court, ensures that minors represented by their
guardians for sale are genuine, the sale has occurred, and for future interests on a specific date, specific

pudalnw!ndlhmh\.nndhlnquktmbtmhngldndoluholhnddghumtwmahobe
registered with the local Land Office for completeness of the sale transaction.

Keywords: guardianship appointment for children, deed of sale, transfer of land rights
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah sebagai salah satu kebutuhan dalam penyelenggaraan
hidup manusia memiliki peranan yang sangat vital. Masyarakat
Indonesia yang bercorak hidup agraris menggantungkan hidup
sepenuhnya pada tanah. Tanah sebagai objek utama yang harus dimiliki
dalam penyelenggaraan kehidupan agrarian baik yang berbentuk
pengadaan lahan pertanian maupun perkebunan. Oleh karena itu tanah
tidak dapat lepas dari kehidupan manusia karena dari semua kebutuhan
manusia, tanah menjadi kebutuhan pokok yang mendasar dan menjadi
tempat bagi manusia menjalani kehidupannya serta memperoleh
sumber untuk melanjutkan kehidupannya. !

Tanah juga merupakan salah satu asset Negara Indonesia yang
sangat mendasar, karena tanah merupakan salah satu faktor utama
dalam perkembangan produktivitas agrarian. Untuk itu negara
mengatur tentang tanah melalui Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal
33 ayat (3) sebagai berikut “Bumi, air, dan kekayaan alam yang berada

di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya

! Marriot P Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Teori dan
Praktek), Rajawali Press:Jakarta, 2005, hlm.1



untuk kemakmuran rakyat.” Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) tersebut,
secara eksplisit memberikan wewenang kepada negara untuk
menguasai tanah, namun untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,
dengan kata lain kepemilikan tetap pada seluruh rakyat Indonesia.
Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 inilah yang menjadi amanat
terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Pada saat
diberlakukannya perundang-undangan ini maka terciptalah unifikasi
hukum tanah bagi seluruh wilayah Indonesia yang sederhana, mudabh,
dan memihak pada rakyat Indonesia. Pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)
UUPA Hak negara atas tanah mengandung tugas kewenangan untuk
mengatur dan mengelola tanah bersama tersebut sebagai sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Menurut Oloan Sitorus, kewenangan Negara dalam
bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA
di atas merupakan pelimpahan tugas bangsa sebagai kekuasaan
tertinggi untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah
bersama yang merupakan kekayaan nasional. Pada prinsipnya, hak
menguasai dari negara adalah pelimpahan kewenangan publik yang
konsekuensinya, kewenangan tersebut hanya bersikap publik semata.?

Isi wewenang hak menguasai dari Negara atas tanah

2 Urip Santoso 2008: Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah : Pustaka Grafindo,
Jakarta, hlm. 78



sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA adalah mengatur dan
menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan tanah, menetapkan dan mengatur mengenai pembatasan
jumlah bidang dan luas tanah yang dapat dimiiki atau dikuasai oleh
seseorang atau badan hukum juga menentukan dan mengatur
hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-
perbuatan hukum mengenai tanah termasuk mengatur pelaksanaan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, mengatur pelaksanaan
peralihan hak atas tanah dan mengatur penyelesaian sengketa-sengketa
pertanahan baik yang bersifat perdata maupun bersifat tata usaha
negara, dengan mengutamakan cara musyawarah untuk mencapai
mufakat.

Salah satu tujuan memberikan wewenang kepada negara
tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas
tanah. Kepastian hukum yang dimaksud meliputi :

a. Kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjadi
pemegang hak atas tanah atau subjek hak atas tanah.
b. Kepastian mengenai letak tanah, batas-batas tanah, Panjang dan
lebar tanah atau objek hak atas tanah.3
Selanjutnya ketentuan mengenai pengertian pendaftaran tanah juga

diatur dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

8 Urip Santoso, 2012, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Pertama,
Kencana,Jakarta, hlm.277



Salah satu kegiatan Pendaftaran Tanah adalah pendaftaran peralihan hak
milik atas tanah. Pasal 20 ayat (1) UUPA menentukan bahwa hak milik
adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai
orang atas tanah namun hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada
pihak lain. Pada Pasal 23 UUPA ayat (1) dan (2) hak milik atas tanah wajib
didaftarkan baik perolehan untuk pertama kali maupun karena
peralihan, penghapusan dan pembebanan hak, untuk memberikan
kepastian hukum bagi para pemegang hak.

Pendaftaran hak milik atas tanah dapat dibantu oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjtnya disebut
PPAT) sudah dikenal sejak berlakunya Peraturan Pemerintah
(selanjutnya PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang
merupakan peraturan pendaftaran tanah sebagai pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria (UUPA). Didalam peraturan tersebut PPAT disebutkan sebagai
pejabat yang berfungsi membuat akta yang bermaksud memindahkan
hak atas tanah, memberikan hak baru atau membebankan hak atas
tanah.

Pasal 1 angka 1 PP 37/1998. Mengatur “Pejabat Pembuat Akta
Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi
kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan
hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan

Rumah Susun”. PPAT mempunyai wewenang mengeluarkan akta perihal



pertanahan agar akta yang dikeluarkannya tidak ada persoalan di waktu
mendatang Lkarena aktanya bersifat autentik sehingga dapat
dipergunakan menjadi alat bukti yang valid dan memiliki dasar hukum
yang kuat. Untuk sekarang ini tidak jarang di dalam prakteknya PPAT ini
mengeluarkan akta jual beli yang menyimpang dari mekanisme yang
berdasarkan ketetapan aturan perundangan, sehingga hal itu dapat
mendatangkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.*

Peralihan hak atas tanah dapat melalui jual beli, tukar menukar,
hibah, ataupun karena pewarisan. Dalam Pasal 26 ayat (1) ditentukan
bahwa “jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat,
dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan
hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
Ketentuan Pasal 5 UUPA menegaskan :

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa
ialah hukum ada sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas
persatuan bangsa, dengan sosiologisme Indonesia serta dengan
peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini
dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu
dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum
agama.”

Berdasarkan persyaratan Pasal 5 tersebut, dapat disebutkan

bahwa hukum Agraria Nasional adalah Hukum Adat yang telah disaring

yang artinya telah dibersihkan dari cacat, baik yang nyata maupun yang

4 Ridodi, M. A. : 2017. Batasan Kewenangan Notaris dan PPAT dalam Membuat
Akta yang Berkaitan dengan Tanah. Lambung Mangkurat Law Journal, 2(1), 144735,
e-ISSN: 2502-3128, http://lamlaj.ulm.ac.id/web/, hlm. 99



tersembunyi. Hal ini berarti digunakan konsep, asas-asas, lembaga-
lembaga hukum, dan sistem Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas
persatuan bangsa, dan sosialisme Indonesia. Hukum Adat yang telah
disaring yang dihilangkan dari cacat-cacatnya atau Hukum Adat yang
sudah disempurnakan/Hukum Adat yang telah dihilangkan sifat
kedaerahannya dan diberi sifatnasional, misalnya; lembaga jual beli
tanah, yang telah disempurnakan tanpa mengubahhakikatnya sebagai
perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah untuk selama-lamanya
yang bersifat tunai dan terang. Hanya saja pengertian “terang” sekarang
ini adalah jual beli dilakukan menurut peraturan tertulis yang berlaku.
Jual beli tanah menurut PP No. 24tahun 1997 tentang pendaftaran tanah,
harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh seorang Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan setelah akta tersebut ditandatangani
oleh para pihak maka harus didaftarkan.

Perubahan di atas bertujuan untuk meningkatkan mutu alat bukti
perbuatan hukum yang dilakukan. Menurut Hukum Adat yang
masyarakatnya terbatas lingkup persoalan dan teritorialnya, cukup
dibuatkan aktanya oleh penjual sendiri dan disaksikanoleh kepala adat.
Adapun “tunai” maksudnya adalah pemindahan hak dan pembayaran
harganya dilakukan secara serentak. Tunai mungkin berarti harga tanah
dibayar secara kontan, atau baru dibayar sebagian (dibayar sebagian

dianggap tunai). Oleh karena itu, dengan dilakukannya jual beli tanah



dihadapan PPAT, maka pada saat itu juga hak atas tanahnya berpindah
dari penjual kepada pembeli dengan pembayaran secara tunai dari
pembeli kepada penjual. Adapun prosedur jual beli tanah itu diawali
dengan kata sepakat antara calon penjual dan calon pembeli.

Sejak berlakunya PP No. 10 Tahun 1961 jungto PP No. 24 Tahun
tentang pendaftaran tanah, jual beli dilakukan oleh para pihak di
hadapan PPAT yang bertugas membuat aktanya. Dengan dilakukannya
jual beli di hadapan PPAT, dipenuhi syarat “terang” (bukan perbuatan
hukum yang gelap, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi). Akta
jual beli yang ditandatangani para pihak membuktikan telah terjadi
pemindahan hak dari penjual kepada pembelinya dengan disertai
pembayaran harganya,telah memenuhi syarat tunai dan menunjukkan
bahwa secara nyata atau riil perbuatan hukum jual beli yang
bersangkutan telah dilaksanakan. Akta tersebut membuktikan penjual
dengan calon pembeli mengenai obyek jual belinya yaitu tanah hak
milik yang akan dijual dan harganya.

Hal ini dilakukan melalui musyawarah diantara mereka sendiri.
Setelah mereka sepakat akan harga dari tanah itu, biasanya sebagai
tanda jadi, diikuti dengan pemberian panjer. Pemberian panjer tidak
diartikan sebagai harus dilaksanakan jual beli itu. Dengan demikian
panjer disini fungsinya adalah hanya sebagai tanda jadi akan
dilaksanakannya jual beli. Dengan adanya panjer, para pihak akan

merasa mempunyai ikatan moral untuk melaksanakan jual beli tersebut.



Apabila telah ada panjer,maka akan timbul hak ingkar, apabila yang
ingkar si pemberi panjer, panjer menjadi milik penerima panjer,
sebaliknya, apabila keingkaran tersebut ada pada pihak penerima
panjer, panjer harus dikembalikan kepada pemberi panjer.

Apabila para pihak tidak menggunakan hak ingkar tersebut,
dapatlah diselenggarakan pelaksanakaan jual beli tanahnya, dengan
calon penjual dan calon pembeli menghadap kepala desa (adat) untuk
menyatakan maksud mereka itu, inilah yang dimaksud dengan “terang”.
Kemudian oleh penjual dibuat suatu akta bermeterai yang menyatakan
bahwa benar telah ada penyerahan tanah miliknya untuk selama-
lamanya kepada pembeli dan bahwa benar telah diterima harga secara
penuh. Akta tersebut turut ditandatangani oleh pembeli dan kepala desa
(adat). Dengan telah ditandatanganinya akta tersebut, maka perbuatan
jual beli itu selesai. Pembeli kini menjadi pemegang hak atas tanahnya
yang baru dan sebagai tandabuktinya adalah surat jual beli tersebut.
Bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum pemindahan hak untuk
selama-lamanya dan pembayaran harganya, dan penerima hak
(pembeli) sudah menjadi pemeganghaknya yang baru. Akan tetapi, hal
itu baru diketahui oleh para pihak dan ahli warisnya, dan juga baru
mengikat para pihak dan ahli warisnya karena administrasi PPAT

sifatnya tertutup bagi umum.

Penjual atau pembeli mungkin bertindak sendiri atau melakukan

kuasa. Baik penjual atau pembeli bertindak sendiri maupun melalui



kuasa, identitasnya harus jelas. Kalau penjual/pembeli adalah orang
(manusia), maka identitas itu adalah nama, umur, kewarganegaraan,
pekerjaan, tempat tinggal. Apabila ia perempuan yang bersuami, maka
keterangan-keterangan itu mengenai suaminya harus diketahui dan
menyetujui atau ikut serta dalam proses pembuatan akta peralihan hak
dan atau pembebanan hak atas tanah itu, sepanjang tidak terdapat
perjanjian pisah harta. Begitupun dengan penjual atau pembeli atau
penerima hak yang masih di bawah umur yang melakukan proses
peralihan hak atas tanah harus diketahui identitasnya yang ditunjukkan
dengan penetapan pengadilan meskipun dalam Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 disebut bahwa perwalian anak
jatuh pada orang tua anaknya yang masih hidup selama anak tersebut

belum berusia 18 tahun dan belum menikah.

Penjual atau pembeli bertindak melalui kuasa, maka surat kuasa
khusus untuk menjual harus ada. Kuasa umum, yang menurut lazimnya
hanya untuk tindakan pengurusan tidak berlaku untuk menjual, kuasa itu
harus tegas untuk menjual tanah yang dijual itu. Bentuk kuasa harus
tertulis, kuasa lisan sama sekali tidak dapat dijadikan dasar bagi jual beli
hak atas tanah. Kuasa tertulis minimal dilegalisasi (oleh Camat atau
Notaris/Panitera Pengadilan Negeri/Perwakilan Negara Republik

Indonesia di luar negeri).

Mengenai peralihan hak atas tanah dan kuasa menjual tersebut,

banyak terdapat fenomena dari anak yang untuk melakukan peralihan
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hak atas tanah meskipun masih ada salah satu orang tua nya yang hidup
terlama. Seperti disebut dalam Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974, perwalian anak jatuh pada orang tua nya yang
masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum
menikah, serta ayat (2) pun menjelaskan bahwa orang tuanya mewakili
anak yang masih di bawah umur mengenai perbuatan hukum baik di
dalam dan di luar Pengadilan. Di lapangan banyak sekali terjadi
sebaliknya, orang tua kandung demi memenuhi syarat untuk menjual
hak atas tanah anaknya, kemudian meminta ke Pengadilan berupa
penetapan perwalian anak di bawah umur, seperti pada kasus Putusan
Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 888/Pdt.P/2013/PN.Kpj tanggal 22
Oktober 2013 — Dewi Azizah. Putusan ini menetapkan dan mengabulkan
permohonan Dewi Azizah sebagai wali dari kedua anaknya yang masih
di bawah umur untuk menjual sebidang tanah Hak Milik Sertipikat
Nomor : 774 luas 263 m2 (dua ratus enam puluh tiga meter persegi) yang
terletak di desa Sutojayan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang atas
nama pemohon dan kedua anak pemohon. Selain itu ada beberapa juga
contoh kasus lain seperti Penetapan Penetapan Pengadilan Negeri
Pekanbaru Nomor : 308/Pdt.P/2018/Pn.Pbr, Penetapan Pengadilan
Negeri Sungai Liat Nomor : 212/Pdt.P/2018/PN Sgl, Penetapan
Pengadilan Negeri Muaro Bungo Nomor : 01/Hon/WA/IRZZI/11/2019,
Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 36/Pdt.P/2022/PN

LBP, dan Penetapan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor
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91/Pdt.P/2023/PA.Pbm. Berdasarkan pada fenomena-fenomena
tersebut, penetapan pengadilan juga diperlukan demi kepastian hukum
di masa yang akan datang agar terhindar konflik atau perseteruan yang
tidak diinginkan akibat dari tidak adanya kepastian mengenai hak atas
tanah yang sebelumnya milik anak di bawah umur tersebut. Berawal
dari masalah inilah penulis ingin meneliti tentang permintaan penetapan
pengadilan untuk izin menjual hak atas tanah milik anak di bawah umur

sebagai dasar membuat akta jual beli.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang

dibahas dalam tesis ini adalah :

a. Bagaimana pengaturan hukum atas izin menjual hak atas tanah
milik Anak ?

b. Bagaimana Keabsahan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah apabila dibuat
tanpa penetapan pengadilan untuk izin menjual hak atas tanah
milik anak ?

c. Bagaimana dimasa mendatang seharusnya hukum mengatur
mengenai penetapan pengadilan untuk izin menjual hak atas tanah

milik anak dalam pengalihan hak atas tanah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian thesis ini adalah sebagai berikut:
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a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum atas izin
menjual hak atas tanah milik anak.

b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kepastian hukum
dan keabsahan Akta Jual Beli Hak atas Tanah bagi anak baik
dengan penetapan pengadilan atas perwalian atau tidak dengan
penetapan pengadilan atas perwalian.

c. Untuk mengetahui dan menganalis keberlakuan hukum yang
mengatur tentang penetapan pengadilan atas perwalian anak

dalam pengalihan hak atas tanah dimasa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik
untuk kepentinganteoritis maupun kepentingan praktis, yaitu :
a. Manfaat Teoritis
Hasil dan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi
perkembangan dan pengetahuan mengenai ilmu hukum pada
umumnya dan ilmu kenotariatan pada khususnya terutama
mengenai peralihan hak atas tanah kepada anak dibawah umur.
b. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan
dan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak mengenai
ketentuan Permintaan Penetapan Pengadilan atas perwalian

anak sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah.
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seperti :

c. Notaris.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bahan
masukan dan penjelasan mengenai pembuatan akta-akta,
seperti pembuatan kuasa kepada wali yang ditetapkan
untuk menjual hak milik anak dibawah umur.

d. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu PPAT
membuat akta jual beli tanah milik anak di bawah umur.

e. Aparat penegak hukum dan pemerintah
Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan
dan pertimbangan apabila terjadi sengketa atau
permasalahan kedepan yang terjadi.

f. Masyarakat.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
masukan dan informasi apabila terdapat kasus-kasus di
Masyarakat yang akan menjual, menjaminkan maupun

mengalihkan hak milik anakdi bawah umur.

E. Kerangka Teori
Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa
gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji

dengan membandingkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan
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ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto kerangka teori
merupakan landasan dari teoriatau dukungan teori dalam membangun
atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis.
Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-
butir pendapat, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.®
Pada dasarnya, di dalam suatu penelitian ilmu hukum teori dapat
diuraikan menjadi Grand Theory, Middle Range Theory, dan Applied
Theory. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab
permasalahan hukum yang ada sesuai dengan rumusan masalah diatas
adalah sebagai berikut:
a. Grand Theory
Grand Theory yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah Teori Keberlakuan Hukum. Teori Keberlakuan Hukum
digunakan dalam analisis teori perundang-undangan, maka
kajiannya dapat dilihat dari sistem hukum karena berkaitan dengan
berlakunya suatu peraturan hukum. Soerjono Soekanto,
menguraikan bahwa ada tiga hal yang mempengaruhi tentang
berlakunya hukum yang kemudian disebut dengan gelding theorie,
yaitu :
a. Kaidah hukum tersebut berlaku secara vyuridis, tetapi

berlakunya suatu aturan hukum secara vyuridis yang

5 Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul
Press,Hlm 6
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diistilahkan oleh Hans Kelsen sebagaiaturan yang memiliki
keabsahan, bukan berarti aturan tersebut dengan sendirinya
sudah berlaku efektif. Hans Kelsen membagi keberlakuan
menjadi dua bagian yaitu keabsahan dan efektifitas.
Keabsahan hanyalah dilihat dari aspek prosedural,
sedangkan efektivitas melihat dari sisi penerapannya.®
Kelsen menyebutkan bahwa keabsahan dan keefektifan tidak
mungkin terjadi secara bersamaan.’

b. Kaidah hukum itu berlaku secara sosiologis yakni aturan
hukum itu diterima oleh masyarakat secara dapat berlaku
secara efektif, walaupun kaidah tersebut dipaksakan
berlakunya oleh penguasa meskipun tidak diterima oleh
masyarakat (teori kekuasaan) atau tatanan hukum itu bersifat
represif, atau bisa juga kaidah itu berlaku karena diterima dan
diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);

c. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai
dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.
Ditegaskan juga bahwa berlakunya kaidah hukum karena
faktor-faktor tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan

dan tidak terpisah satu sama lain.

6 Soerjono Soekanto, 2011,Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung,
hlm. 29

THans Kelsen, 2008, Pure Theory of Law, terjemahan Raisul Muttagien, Nusa
Media, Bandung, h. 13
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Keberlakuan hukum mengandung dua pengertian, yaitu
pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu
mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan,
dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari
kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang
bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh
dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu, hal ini
seperti dikemukakan oleh Utrecht.® Dalam penelitian ini kegunaan
Teori Keberlakuan Hukum berhubungandengan adanya sebuah
aturan yang berlaku secara jelas untuk menjadi pedoman bagi
Notaris dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat. Dalam
aturan tersebut Notaris wajib mengetahui dan melaksanakan
perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh Notaris,
selain itu aturan tersebut menjadi batasan bagi masyararakat
tentang apa saja yang boleh atau tidak boleh dibebankan kepada

Notaris.

2. Middle Range Theory
Pada penelitian ini Middle Range Theory yang akan
digunakan berupa Teori Penegakan Hukum. Setiap negara hukum

memiliki tiga prinsip dasar, yaitu kesetaraan dihadapan hukum

8 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari IImu Hukum, Penerbit Citra Aditya
Bakti,Bandung, 2008, hlm 23


http://skripsifakhukum.blogspot.com/
http://skripsifakhukum.blogspot.com/
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(equality before the law), supremasi hukum(supremacy of law) dan
penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangandengan
hukum (due process of law). Tujuan utama hukum yang terdiri dari
kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat dicapai melalui
penegakan hukum yang baik.

Menurut Jimly Asshidigie mengartikan penegakan hukum
sebagai proses dilakukannya upaya untuk menegakkan atau
membuat berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai
pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam
kehidupan bermasyarakat. Jimly Asshidiqie juga membagi
pengertian penegakan hukum menjadi 2, yaitu ditinjau dari sudut
subjek dan sudut objek. Penegakan hukum ditinjau dari sudut
subjek berarti proses penegakan hukum melibatkan semua subjek
hukum yang terkait dalam setiap hubugan hukum. Penegakan
hukum ditinjau dariobjek berarti proses penegakan hukum turut
memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tertulis secara formal
maupun yang hidup di dalam masyarakat.

Penegakan hukum dapat terlaksana apabila ada keserasian
antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil
warga negara yangdidasarkan pada nilai-nilai aktual masyarakat.®

Keadilan, kemanfaatan, perlindungan hak asasi manusia,

® Kunsu Goesniadhie S, Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik, Jurnal
Hukum, Vol.17No.2, April 2010, hlm.196
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akuntabilitas dan transparansi menentukan baik atau tidaknya
penegakan hukum. Secara sederhana, penegakan hokum yang
baik mengacu pada kinerja dan gaya moral-legal yang sesuai dari
apparat pelaksananya.

Lembaga yudisial berupa lembaga peradilan menjadi ujung
tombak dari upaya penegakan hukum. Hakim dianggap akan
mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat melalui
putusannya, meskipun tolak ukur keadilan setiap orang berbeda.
Demi mencapai pelaksanaan penegakan hukum yang baik, proses
pembentukan dan penegakan hukum diharapkan tidak hanya
terjadi di badan yudisial, namun harus pula mencakup wilayah
eksekutif dan legislatif. Keputusan keputusan berkualitas yang
dihasilkan sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang
memenuhi standar predictability, accountability, transparency dan
widely participated akan memberikan gambaran tingginya
demokrasi di dalam suatu negara. !0

Kegunaan Teori Penegakan Hukum dalam penelitian ini
dihubungkan dengan Penegakan aturan yang telah dibuat
khususnya untuk Notaris agar dapat terlaksana secara nyata dalam
kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum yang baik harus

dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan,

10 Ibid, Hlm 27
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kemanfaatan, akuntabilitas, dan perlindungan HAM oleh Lembaga

Peradilan.

. Applied Theory

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah
memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang
dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan oleh hukum.
Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang
sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga
prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang
lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk
memperoleh keadilan sosial. Perlindungan hukum bila dijelaskan
harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai
perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu
hukum, terdapat sedikit uraian mengenai pengertian-pengertian
yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum,
yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang
diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak
dicederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti

perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.!!

11 Satjipto Raharjo, 2000, limu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, , hlm.53
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Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan kepada
subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat
preventif (pencegahan) maupun vyang Dbersifat represif
(pemaksaan), yang tertulis maupun yang tidak tertulis dalam
rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi
rakyat meliputi dua hal, yakni:!2

a. Perlindungan hukum  preventif, vyakni bentuk
perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat
sebelum keputusan final dari pemerintah.

b. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan
hukum vyang lebih ditujukan dalam penyelesaian

sengketa.

F. Penjelasan Konseptual
Kerangka Konseptual adalah kaitan atau hubungan antara
konsep satu dengan konsep lainnya dari suatu penelitian.
Penjelasan konseptual dilakukan manakala penelitian tidak
beranjak dari aturan hukum yang ada. Kerangka konsep
merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-

konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan

12 Ibid
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merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan
suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan
fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai
hubungan- hubungan dari fakta tersebut. Di dalam penelitian ini

penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Notaris merupakan dua
jabatan yng berbeda baik dari segi hukum maupun profesinya.
Notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta otentik dan
kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang No. 2 Tahun 2014 (pasal 1 angka 1 UUJN) sedangkan PPAT
merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan dalam
membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

(Pasal 1 angka 1 PP 37/1998).

2. Tugas pokok PPAT
Tugas pokok dan kewenangan PPAT berdasarkan Pasal 2
PP No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT), sebagai berikut :
(1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan
pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti

telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai


https://www.rumah.com/panduan-properti/ketahui-perbedaan-notaris-dan-ppat-9191
https://www.rumah.com/panduan-properti/ketahui-perbedaan-notaris-dan-ppat-9191
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hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,
yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan
data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan
hukum itu.
(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut:
a. jual beli;
b. tukar-menukar;
c. hibah;
d. pemasukan dalam perusahaan (inbreng);
e. pembagian harta bersama;
f. pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas
tanah Hak Milik;
g. pemberian Hak Tanggungan;

h. pemberian kuasa membeban kan Hak Tanggungan.

Berdasarkan penjelasan Pasal di atas, dalam melaksanakan
tugas pokoknya, seorang PPAT mempunyai kewenangan
membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas
suatu tanah. Sesuai dengan jabatan PPAT sebagai pejabat umum,
maka akta yang dibuatnya diberi kedudukan sebagai akta

otentik.
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1. Wewenang PPAT
Pasal 4 PP No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) :
(1)“PPAT hanya berwenang membuat akta mengenai hak atas
tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak
di dalam daerah kerjanya.
(2)Akta tukar-menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan,
dan akta pembagian hak bersama mengenai beberapa hak
atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak
semuanya terletak di dalam daerah kerja seorang PPAT dapat
dibuat oleh PPAT yang daerah kerjanya meliputi salah satu
bidang tanah atau satuan rumah susun yang haknya menjadi

obyek perbuatan hukum dalam akta”.

2. Fungsi Akta PPAT
Fungsi akta jual beli yang dibuat oleh PPAT adalah sebagai
bukti bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum, yang
bersangkutan dan karena perbuatan itu sifatnya tunai sekaligus
membuktikan berpindahnya hak atas tanah yang bersangkutan

kepada penerima hak.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian



b.

24

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif artinya
permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada
kaitannya dengan permintaan penetapan pengadilan untuk izin
menjual hak atas tanah milik anak dibawah umur sebagai dasar
membuat akta jual beli!3.

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang dilakukan
antara lain!4:

a. Pendekatan Konseptual (Concept Approach)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-
pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang dalam
ilmu hukum. !5 Pendekatan ini digunakan untuk memahami
konsep-konsep berkaitan dengan konsep kehati-hatian
Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk memberikan kepastian
hukum pada akta jual beli yang dibuat untuk tanah milik
anak di bawah umur.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

18 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo

Persada, 2003, Hlm. 27-28.

Bayume

Hlm. 40

14 Johni Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. Ill, Malang,
dia Publishing, 2007.
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2007.
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Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah
serta memperlajari perundang-undangan dan regulasi
yang berkaitan dengan isi hukum yang sedang diteliti.
Dalam Thesis ini Undang-Undang yang digunakan
yaituperaturan pemerintah Republik Indonesia nomor 24
tahun 2016 tentang perubahan atas peratumn pemerintah
nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat
pembuat akta tanah.
c. Pendekatan kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus
terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah
menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor
888/Pdt.P/2013/PN.Kpj tanggal 22 Oktober 2013 — Dewi
Azizah. Putusan ini menetapkan dan mengabulkan
permohonan Dewi Azizah sebagai wali dari kedua anaknya
yang masih di bawah umur untuk menjual sebidang tanah
Hak Milik Sertipikat Nomor : 774 luas 263 m2 (dua ratus
enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di desa
Sutojayan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang atas

nama pemohon dan kedua anak pemohon.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
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Dalam hal penulisan tesis ini, penulis melakukan penelitian

dengan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian

kepustakaan berarti penulis meneliti data sekunder sebagai data

pokok. Dengan cara mencari bahan-bahan hukum yang terdiri

dari:

a. Bahan hukum primer!® adalah bahan hukum yang

mempunyai kekuatan mengikat, bersumber dan/atau yang

dikeluarkan oleh Lembaga resmi, meliputi peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok

bahasan penelitian, yang terdiri atas :

a.

b.

Norma atau kaidah dasar; yaitu Pancasila.
Peraturan Dasar; yaitu UUD 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris.
Perundang-undangan lain yang terkait seperti
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun

1974.

b. Bahan hukum sekunder, vyaitu bahan hukum yang

memberikan penjelasan tentang kedudukan dari bahan

hukum primer yang meliputi literatur, hasilpenelitian karya

16 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif, Suatu
Tinjauan Singkat. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm.34
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ilmiah, artikel, serta hasil seminar dan pertemuan ilmiah
lainnya dan ketentuan lain yang memiliki hubungan
langsung sekaligus relevan dengan objek kajian
penelitian.!?

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang
memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini meliputi
kamus hukum, majalah, jurnal, ensiklopedia, koran, dan
jurnal ilmiah yang berhubungan langsung dengan

penelitian. '8

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum terbagi menjadi dua
yaitu!® :

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Primer.
Pengumpulan bahan hukum primer dimulai dengan norma
pada tingkat Konstitusi, Undang-Undang dan Perundang-
undangan lain yang mengatur mengenai permintaan
penetapan pengadilan untuk izin menjual hak atas tanah

milik anak di bawah umur sebagai dasar membuat akta jual

17 Roni Hanitijo Soemitro. 1988. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.
Jakarta : Ghalia Indonesia.hlm.24

18 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu
Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.13.

19 Ibid,hlm 30
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beli nya.

b. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder.
Pengumpulan bahan hukum sekunder yang terutama
adalah buku-buku termasuk tesis dan Disertasi hukum serta
jurnal -jurnal hukum yang berkaitan dengan permintaan
penetapan pengadilan untuk izin menjual hak atas tanah
milik anak di bawah umur sebagai dasar membuat akta jual

beli

5. Teknis Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum pada penulisan tesis ini
menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis bahan
hukum dengan menelaah sistematika, dimana peraturan
perundang-undangan yang berlaku dikaitkan terhadap
permasalahan yang dikemukakan dan dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya.?°

6. Metode Penarikan Kesimpulan
Menjawab permasalahan yang diteliti dilakukan dengan
metode deduktif yaitu dengan cara berfikir dengan menarik
kesimpulan dari bahan hukum yang bersifat umum ke bahan

hukumyang bersifat khusus.?!

20 Zaenudin Ali, Metode Penelitian Hukum. Jakarta, Sinar Grafika, 2013.hlm. 107
2! Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian IImu Hukum, Bandung, Mandar
Maju, 2008,hlm. 35
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